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Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 
karena atas rahmat dan karunia-Nya buku yang berjudul Buku Ajar Hukum 
Perikatan: Azas & Penerapan dalam Hukum Perdata Indonesia ini dapat 
diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi 
akademik dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum 
perdata yang memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat 
dan praktik bisnis. 

Hukum perikatan merupakan salah satu bagian fundamental dalam 
sistem hukum perdata Indonesia yang pengaturannya bersumber dari Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam praktiknya, hukum 
perikatan tidak hanya mengatur hubungan hukum antara para pihak yang 
lahir dari perjanjian, tetapi juga perikatan yang timbul karena undang-
undang, termasuk perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, 
pemahaman yang komprehensif terhadap asas, unsur, syarat sah perjanjian, 
wanprestasi, overmacht, hingga ganti rugi menjadi sangat penting bagi 
mahasiswa, akademisi, maupun praktisi hukum. 

Buku ini disusun secara sistematis dengan menguraikan konsep-konsep 
dasar hukum perikatan, asas-asas yang melandasinya, serta perkembangan 
penerapannya dalam praktik. Penulis juga berupaya menghadirkan contoh-
contoh kasus dan analisis yuridis agar pembaca tidak hanya memahami 
teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam penyelesaian 
persoalan hukum konkret. 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan 
kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat 
diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Harapan 
penulis, semoga buku ini dapat memberikan manfaat, menjadi referensi 
akademik yang berguna, serta turut memperkaya khazanah literatur hukum 
perdata di Indonesia. 

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi 
pengembangan ilmu hukum dan menjadi sarana pembelajaran yang 
bermanfaat bagi seluruh pembaca. 
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BAB I 
 
 

SISTEMATIKA BUKU III DAN KUHPERDATA 
 

A. PENGERTIAN HUKUM PERDATA 
Pada dasarnya hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

hukum public dan hukum privat (hukum perdata). Hukum public merupakan 
ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum, 
sedangkan hukum perdata mengatur kepentingan yang bersifat 
keperdataan. Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. 
Djojodiguno sebagai terjemahan dari burgelijkrecgt pada masa pendudukan 
jepang. Di samping itu, sinonim hukum perdata adalah civilrecht dan 
privatrecht. Para ahli memberikan Batasan hukum perdata, seperti berikut 
ini, Van Dunne mengartikan hukum perdata, khususnya pada abad ke-19 
adalah:(HS, 2011) 

“Suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial 
bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan 
perikatan. Sedangkan hukum public memberikan jaminan yang minimal 
bagi kehidupan pribadi” (Dunne, 1978:1) 
 
Definisi ini mengkaji definisi hukum perdata dari aspek pengaturannya. 

Focus pengaturannya pada kebebasan individu, seperti tentang pengertian 
hukum perdata dikemukakan H.F.A. Vollmar dan Sudikno Mertokusumo. 

Vollmar berpendapat bahwa hukum perdata adalah: 
Aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan 

oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan 
perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang 
satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu 
Masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan 
hubungan lalu lintas”(Vollmar, 1989:2) 

 
 



 

 

BAB II 
 
 

HUKUM PERIKATAN DALAM KUHPERDATA 
 

A. PENGERTIAN PERIKATAN 
Hukum perikatan adalah bagian dari lapangan hukum harta kekayaan. 

Hukum perikatan didalam istilah hukum Belanda, disebut verbintenis. 
Beberapa istilah perikatan, obligatio (latin), obligation (Prancis, Inggris), 
yang berarti mengikatkan diri atau ikatan hukum Perikatan secara 
etimologis didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang 
berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut hal dari pihak lain dan 
pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Hukum perikatan 
(verbintenissenrecht, law of obligation) merupakan konsep hukum yang 
khas dalam sistem civil law. Lembaga hukum ini berasal dari tradisi hukum 
Romawi (Roman legal tradition). Hukum perikatan di dalam sistem civil law, 
seperti yang dianut Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol dan Indonesia 
merupakan satu kesatuan yang mencakup hukum kontrak dan perbuatan 
melawan hukum. Kedua bidang hukum tersebut ditempatkan pada kategori 
yang umum, yakni hukum perikatan. Sistem common law tidak mengenal 
penyatuan tersebut. Hukum modern Inggris menempatkan bidang kontrak 
(contract), restitusi (restitution), dan perbuatan melawan hukum (tort) ke 
dalam tiga bidang atau kompartemen yang terpisah. Di dalam hukum 
Inggris ada dikotomi yang tegas antara kontrak dan perbuatan melawan 
hukum. (SS, Iskandar, Hafsah, 2024) 

Di dalam sistem hukum Indonesia, perikatan ditempatkan dalam Buku 
III Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) tentang perikatan (van 
verbintenis). Di sini diatur perikatan yang lahir dari perjanjian (kontrak) dan 
perikatan lahir karena undang-undang seperti perbuatan melawan hukum, 
perwakilan sukarela, dan pembayaran yang tidak terutang. Semua bidang 
hukum tersebut dicakup dalam satu generik, yakni hukum perikatan. 
Setelah kita memahami definisi perikatan tersebut, maka kita juga harus 
paham mengenai perbedaan perjanjian dan perikatan, supaya kita bisa 
membedakan antara perjanjian dengan perikatan. Perjanjian disini diartikan 



 

 

BAB III 
 
 

UNSUR-UNSUR PERIKATAN 
 

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik Kesimpulan bahwa dalam 
suatu perikatan terdapat unsur-unsur yaitu: 
1) Hubungan Hukum,  
2) Kekayaan,  
3) Pihak-Pihak, dan  
4) Prestasi (Objek Perikatan). (Lia, 2022) 

 
1. Hubungan Hukum 

Hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum 
meletakan “Hak” pada 1 (satu) pihak dan meletakan “Kewajiban” pada 
pihak lainnya. Apabila 1 (satu) pihak tidak mengindahkan ataupun 
melanggar hubungan tadi, lalu hukum dapat memaksakan supaya 
hubungan tersebut dipenuhi dipulihkan kembali. 

Misalnya: 
A berjanji menjual sepeda kepada B (ini adalah hubungan hukum). 
Akibat dari janji itu, A wajib menyerahkan sepeda miliknya kepada B 
dan berhak menuntut harganya, sedangkan B wajib menyerahkan 
harga sepeda itu dan berhak menuntut penyerahan sepeda. 
 
Namun tidak semua hubungan hukum dapat disebut perikatan. Suatu 

janji untuk Bersama-sama pergi piknik tidak melahirkan perikatan, sebab 
janji tersebut tidak mempunyai arti hukum, janji demikian termasuk dalam 
lapangan moral, dimana tidak dipenuhinya prestasi akan menimbulkan 
“reaksi” dari dan oleh anggota-anggota Masyarakat lainnya jadi, 
pelaksanaannya bersifat otonom dan sosiologis. 

 
 
 
 



 

 

BAB IV 
 
 

PERIKATAN YANG LAHIR DARI PERJANJIAN 
 

A. ISTILAH PERJANJIAN 
Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari 

istilah “Overeenkomst ”dalam Bahasa Belanda, atau “agreement” dalam 
Bahasa inggris. Karena itu istilah hukum perjanjian mempunyai cakupan 
yang lebih sempit dari istilah hukum perikatan. Istilah hukum perikatan 
dimaksudkan mencakup semua bentuk perikatan dalam buku tiga 
KUHPerdata, termasuk perikatan yang berasal dari perjanjian dan perikatan 
yang terbit dari undang-undang, maka istilah hukum perjanjian hanya 
dimaksudkan sebagai pengaturan tentang perikatan yang terbit dari 
perjanjian saja. Dalam praktik istilah perjanjian sering disepadankan dengan 
istilah kontrak. Kontrak berasal dari Bahasa inggris yaitu contract. Buku III 
KUHPerdata tentang perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau 
perjanjian, menggunakan istilah kontrak atau perjanjian untuk pengertian 
yang sama. kontrak, sekalipun dalam kehidupan sehari-hari diberi arti 
tersendiri, tetapi kontrak sama dengan perjanjian. Istilah kontrak atau 
perjanjian dalam KUHPerdata banyak dipengaruhi oleh system hukum 
Eropa Kontinental. Dalam konsep hukum Eropa Kontinental, pengaturan 
perjanjian pada KUHPerdata Buku III tentang Hukum Perikatan 
mengindikasikan perjanjian berkaitan dengan masalah hak kekayaan 
(vermogen), yang mirip dengan contract pada konsep hukum Anglo 
American yang selalu berkaitan dengan bisnis. (Muksibah, 2022) 

 

B. PENGERTIAN PERJANJIAN 
Pasal 1313 KUHPerdata memberikan pengertian perjanjian yaitu suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan pasal tersebut menurut para 
ahli adalah tidak lengkap dan terlalu luas serta banyak mengandung 
kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai 
berikut: (Pangestu, 2019) 



 

 

BAB V 
 
 

OVERMACHT 
 

A. PENDAHULUAN 
Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar 

perseorangan yang memiliki karakter mengatur dengan tujuan melindungi 
kepentingan individu (individual interest). Secara yuridis formal, 
KUHPerdata terdiri dari 4 (empat) buku, yaitu buku I mengatur tentang 
orang (van Perrsonen) mulai Pasal 1 s/d 498, buku II mengatur tentang 
benda (van Zaken) mulai Pasal 499 s/d 1232, buku III mengatur tentang 
perikatan (van Verbintenissen) mulai Pasal 1233 s/d 1864, dan buku IV 
mengatur tentang pembuktian dan Kadaluwarsa (van Bewijs en Verjaring) 
mulai Pasal 1865 s/d 1993. Namun berdasarkan sistematika ilmu hukum, 
sistematika hukum perdata terbagi atas hukum perorangan (personenrecht), 
bagian kedua tentang hukum keluarga (Familierecht), bagian ketiga tentang 
hukum harta kekayaan (Vermogenrecht), dan bagian keempat tentang 
hukum waris (Erfrecht). (Miftahul Jennah, 2023) 

Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, 
yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan 
perseorangan. Keberadaan hukum perdata yang mengatur hubungan 
sesama manusia atau Masyarakat merupakan warisan peninggalan politik 
pemerintahan Hindia Belanda. Edoman politik bagi pemerintah Hindia 
Belanda terhadap hukum di Indonesia dituliskan dalam Pasal 131 Indische 
Staatsregeling. Karakter hukum kontrak menempatkan dirinya dalam ruang 
lingkup hukum perikatan secara private yang bertolak belakang dengan 
perikatan karena kepentingan umum, seperti constitutional atau political 
obligations, dikarenakan kelaziman bahwa keduanya bukan bagian dari 
hukum perikatan badan hukum public dapat mengadakan perjanjian, tetapi 
tidak berarti dirinya termasuk dalam bagian dari hukum perikatan. Teori 
ilmu hukum menggolongkan hukum kontrak kedalam diri seseorang dan 
hukum kekayaan, dikarenakan merupakan perpaduan antara kecakapan 
seseorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal yang diatur 



 

 

BAB VI 
 
 

KEABSAHAN PERJANJIAN 
 

A. DASAR HUKUM KEABSAHAN PERJANJIAN 
Pembentuk Undang-Undang dalam Pasal 1313 KUHperdata mencoba 

memberikan suatu definisi mengenai perjanjian atau didalam undang-
undang tersebut persetujuan, dengan mengatakan bahwa suatu 
persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1319 
KUHPerdata menyebutkan dua kelompok perjanjian, yaitu perjanjian yang 
oleh undang-undang diberikan suatu nama khusus yang disebut sebagai 
perjanjian Bernama (benoemde atau nominaatconcten) dan perjanjian yang 
dalam undang-undang tak dikenal dengan suatu nama tertentu atau yang 
disebut dengan perjanjian tak Bernama (onbenoemde atau innominaat 
contractren). (Habiba, 2019) 

Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau 
dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal 
dari pihak yang lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan 
itu. Hubungan hukum yang menerbitkan perikatan itu, bersumber pada apa 
yang disebut dengan perjanjian atau sumber lainnya yaitu undang-undang. 
Dengan demikian hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah 
bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber 
terpenting yang melahirkan perikatan, karena perjanjian merupakan 
perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak, sedangkan perikatan lahir 
dari undang-undang dibuat tanpa kehendak dari para pihak yang 
bersangkutan. Jadi perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak, 
sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau merupakan suatu 
peristiwa. Definisi perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata 
yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan 
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 
atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari 
perkataan overeekomst dalam Bahasa Belanda. Kata overeekomst tersebut 



 

 

BAB VII 
 
 

ASAS-ASAS DALAM PERJANJIAN 
 

Hukum yang berlaku di Indonesia banyak dipengaruhi oleh system-
sistem hukum asing, terutama adalah system hukum Eropa atau disebut 
juga system hukum Romawi Jerman. System hukum ini melalui jalur hukum 
Belanda yang telah menancapkan pilar-pilar hukum yang mengikat antara 
Masyarakat dengan penguasa maupun Masyarakat dengan Masyarakat. 
System hukum ini pertama kali berkembang dalam hukum perdatanya atau 
privat law atau civil law, yaitu hukum yang mengatur hubungan sesama 
anggota Masyarakat. Oleh karena itu, system hukum Romawi Jerman ini 
lebih terkenal dengan nama system hukum civil law. Dalam Burgelijk 
Wetboek (BW) yang kemudian diterjemahkan oleh R.Subekti dan 
R.Tjitrosudibio menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 
Perdata), bahwa mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang 
Perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum 
kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap 
orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Keberadaan suatu perjanjian atau 
yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya 
syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian/kontrak seperti tercantum 
dalam KUH Perdata, sebagai berikut: (1) adanya kesepakatan dari mereka 
yang mengikatnya dirinya; (2) adanya kecakapan untuk buat suatu 
perikatan; (3) mengenai suatu hal tertentu; dan (4) atas suatu sebab yang 
halal. (M. Yahya, 1986)  

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka 
suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum lagi para pihak 
yang membuatnya. Di dalam kegiatan hukum sehari-hari banyak ditemukan 
perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan perjanjian atau 
kontrak antara dua pihak atau lebih. Umumnya mereka melakukan 
perjanjian-perjanjian dengan system terbuka, yang artinya bahwa setiap 
orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang diatur maupun yang 
belum diatur didalam suatu undang-undang, hal ini sesuai dengan kriteria 



 

 

BAB VIII 
 
 

WANPRESTASI 
 

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana pihak-pihak atau salah satu 
pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam 
perjanjian. Secara sederhana istilah wanprestasi atau cidera janji dapat 
diartikan kelalaian atau ketidakpatuhan salah satu pihak untuk memenuhi 
isi perjanjian (Prestasi) yang merupakan kewajibannya. Wanprestasi adalah 
tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (Prestasi) sebagaimana 
yang ditentukan dalam suatu perjanjian, baik itu memberikan sesuatu, 
berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Wanprestasi mempunyai 
hubungan yang erat dengan somasi. Dalam restatement of the law of 
contract (Amerika Serikat), wanprestasi atau breach of contract dibedakan 
menjadi dua macam yaitu total breach dan partial breach. Total breach 
artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan 
partian breach artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk 
dilaksanakan. Bila diinterpretasikan lebih lanjut total breach adalah 
pelanggaran atas seluruh isi perjanjian atau seluruh isi perjanjian sama 
sekali tidak ada yang dipenuhi. Sedangkan dalam partial breach beberapa isi 
perjanjian masih dilaksanakan atau dipenuhi. (Hasim, 2022) 

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak 
pada pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan 
wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan 
agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. 
Debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi baik karena lalai maupun 
karena kesengajaan, apabila: 
1. Tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan 
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi sebagaimana yang 

diperjanjikan 
3. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tetapi sudah terlambat 
4. Melakukan suatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan 
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